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1. Perlu adanya pendidikan atau sosialisasi mengenai hukum yang merata 

dan mencakup semua aspek-aspek yang ada  di dalam masyarakat guna 

untuk mencegah masyarakat dari kebutaan akan hukum. 

2. Perlunya menggalakan upaya prefentif yang dilakukan Pemerintah dalam 

hal ini instansi yang terkait mengenai perlindungan terhadap satwa dengan 

cara memberikan penyuluhan mengenai perlindungan terhadap satwa yang 

dilindungi serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terutama 

kepada masyarakat yang bertempat tinggal berdekatan dengan wilayah 

hidup satwa yang dilindungi mengenai Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. 

3. Peran aparat Pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih 

ditingkatkan terutama Instansi yang terkait dengan perlindungan terhadap 

satwa liar yang dilindungi, terutama bagi mereka yang bertugas langsung 

di lapangan seperti Kepolisian dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

harus semakin gencar melakukan operasi penertiban. 
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